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Jalur Seleksi
terdiri dari : 1) Jalur Non 

Akademik; 2) Jalur Prestasi; 
dan 3) Jalur Akademik.

Jalur Non Akademik
Jalur Non-Akademik adalah 

Penerimaan Peserta Didik 
Baru berdasarkan afirmasi 
(keberpihakan) terhadap 
kelompok tertentu dan atau 
apresiasi prestasi dengan kri-
teria utama bukan nilai hasil 
Ujian Nasional (UN) dan atau 
nilai hasil Ujian

Sekolah (US) sebagai dasar 
utama seleksi, yaitu untuk 
warga yang tidak mampu se-
cara ekonomi, penyandang 
disabilitas, warga sekitar se-
kolah yang memiliki nota 
kesepahaman (MoU) atau 
dilindungi oleh ketentuan 
peraturan perundangun-
dangan.

Jalur Prestasi 
Apresiasi prestasi siswa da-

lam bidang Ilmu Pengeta-
huan dan Teknologi, seni, 
olahraga, keagamaan, dan 
lain-lain. Diutamakan pada 
prestasi yang diperoleh pada

kejuaraan yang diseleng-
garakan Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan, Ke-
menterian Agama, dan lem-
baga atau Organisasi yang 
memiliki induk organisasi

tingkat Daerah Kabupaten-
Kota, tingkat Daerah Pro-
vinsi, dan Pusat.

Jalur Akademik
Penerimaan Peserta Didik 

Baru (PPDB) Jalur Akademik 
adalah proses penerimaan 
peserta didik baru dengan 
menggunakan kriteria utama 
berupa nilai hasil Ujian Na-
sional (UN ) sebagai dasar 
seleksi.

Kuota dan Daya Tampung
Kuota atau daya tampung 

ditentukan oleh Satuan Pen-
didikan/sekolah dengan 
mempertimbangkan jumlah 
ruang kelas, jumlah guru, 
beban belajar mengajar, dan 
peminatan pada struktur ku-
rikulum dan kajian teknis 
lainnya;

Satuan Pendidikan/sekolah 
mengajukan kuota daya tam-
ping kepada Kepala Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa 
Barat melalui Balai Pelayanan 
dan Pengawasan Pendidikan 
(BP3) di wilayahnya masing-
masing paling lambat tanggal 
24 Mei 2017 untuk diverifi-
kasi dan ditetapkan sebagai 
kuota pada Sistem Peneri-
maan Peserta Didik Baru 
pada Tahun Pelajaran 
2017/2018;

Informasi daya tampung 
untuk SMK disertai infor-
masi tentang Bidang Keah-
lian, Program Keahlian dan 
Kompetensi Keahlian yang 
mengacu pada Spektrum 
Keahlian Pendidikan Men-
engah Kejuruan Tahun 2016;

Kuota dan daya tampung 
dari jalur Non Akademik afir-
masi tidak mampu sebanyak 
20% (dua puluh persen) atau 
lebih dari keseluruhan daya 
tampung peserta didik di sa-
tuan pendidikan dan berdo-
misili di wilayah terdekat 
dengan tempat tinggal calon 
peserta didik;

Kuota dan daya tampung 
dari jalur Non Akademik Pre-
stasi paling banyak 10% ( 
sepuluh persen ) dari keseluru-
han daya tampung peserta 
didik di satuan pendidikan 
dengan komposisi maksimal 

50% dari luar Jawa Barat;
Kuota daya tampung untuk 

sekolah tertentu yang memi-
liki kekhususan lingkungan 
(MoU), dilindungi Undang-
Undang dan berada pada 
perbatasan paling banyak 10 
% (sepuluh persen);

Apabila ada Calon Peserta 
Didik yang memiliki disabi-
litas dan memenuhi persya-
ratan sesuai dengan kebutu-
han kegiatan belajar dan 
mengajar di SMK, maka se-
kolah dapat menerima seba-
gai calon peserta didik;

Kuota dan daya tampung 
dari jalur Akademik sebesar 
70% (tujuh puluh persen ) 
dari keseluruhan daya tam-
pung peserta didik di satuan 
pendidikan dan dapat ber-
tambah jika jalur non akade-
mik belum terpenuhi dengan 
komposisi maksimal 2,50% 
dari luar Jawa Barat.

Jumlah Peserta Didik dan 
Rombongan Belajar

Jumlah Peserta Didik dalam 
setiap kelas SMK berjumlah 
minimal 15 orang dan mak-
simal 36 orang; Rombongan 
Belajar (rombel), SMK dalam 
satu sekolah paling sedikit 
berjumlah 3 rombel dan paling 
banyak berjumlah 72 rombel 
dengan jumlah tiap tingkat 
sebanyak 24 rombel.

Calon Peserta Didik 
Baru

Calon Peserta Didik Baru 
SMK adalah semua calon pe-
serta didik baru yang telah 
memenuhi persyaratan dan 
ketentuan usia sekolah;

Persyaratan Calon Peserta 
Didik Baru SMK:

Telah lulus dan memiliki 
ijazah SMP/MTs/Paket B/ 
sederajat;

Memiliki SHUN SMP/MTs/
Paket B/ sederajat kecuali 
bagi calon peserta didik yang 
sekolah di luar negeri harus 
mendapatkan surat keterang-
an dari Dirjen Dikdasmen;

Berusia paling tinggi 21 (dua 
puluh satu) tahun pada awal 
tahun pelajaran baru;

Bagi Calon Peserta Didik 
yang mendaftar ke SMK dapat 
dilengkapi dengan persyara-
tan khusus ( test minat bakat 
dan kesehatan/buta warna) 
sesuai dengan ketentuan spe-
sifik bidang keahlian/program 
keahlian/kompetensi keah-
lian di SMK yang dituju.

Persyaratan Pendaf-
taran

Jalur Non Aakademik (AFIR-
MASI)

Menyerahkan Surat Kete-
rangan tidak mampu; 

Menyerahkan fotokopi Ijazah 
yang dilegalisasi dan SHUN, 
paket B asli atau Surat Kete-
rangan Hasil Ujian Nasional, 
yang diterbitkan Sekolah/
Madrasah, bagi calon pe-
serta didik lulusan Tahun 
Pelajaran 2016/2017;

Bagi lulusan sebelum tahun 
2016/2017 menyerahkan fo-

tokopi Ijazah yang dilegali-
sasi dan Surat Hasil Ujian 
Nasional (SHUN) SMP/MTs, 
paket B asli;

Menyerahkan fotokopi 
Akta Kelahiran;

Menyerahkan fotokopi 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
orang tua, fotokopi Kartu 
Keluarga (KK) dan menunjuk-
kan KTP orang tua calon pe-
serta didik serta KK asli; 

Menyerahkan Surat Kete-
rangan Berkelakuan Baik 
dari sekolah asal yang me-
nyatakan tidak terlibat kena-
kalan remaja, penyalahgu-
naan Narkoba, tawuran, dan 
genk motor, sedangkan bagi 
lulusan sebelum tahun 
2016/2017 menyerahkan Su-
rat Keterangan Berkelakuan 
Baik dari Kepolisian;

Menyerahkan Surat Per-
nyataan Tanggung jawab 
Mutlak yang dibuat Orangtua/
Wali (format disediakan se-
kolah/madrasah, Form: 
SPTJM-OTW);

Menyerahkan Surat Per-
nyataan Tanggung jawab 
Mutlak afirmasi dari Kepala 
Sekolah/Madrasah asal (for-
mat disediakan sekolah, Form: 
SPTJM-KS);

Khusus calon peserta didik 
Jalur Non Akademik prestasi 
peserta didik: Menunjukkan 
sertifikat asli dan menyerah-
kan fotokopi sertifikat peng-
hargaan yang dilegalisasi oleh 
Pejabat/Lembaga berwenang 
(format disediakan sekolah/
madrasah, form: SPTJM-PJO).

Jalur Akademik
Menyerahkan fotokopi Ijazah 

yang dilegalisasi dan SHUN, 
paket B asli atau Surat Kete-
rangan Hasil Ujian Nasional, 
yang diterbitkan Sekolah/
Madrasah, bagi calon pe-
serta didik lulusan Tahun 
Pelajaran 2016/2017.

Bagi lulusan sebelum tahun 
2016/2017 menyerahkan fo-
tokopi Ijazah yang dilegali-
sasi dan Surat Hasil Ujian 
Nasional (SHUN) SMP/MTs, 
paket B asli.

Menyerahkan fotokopi 
Akta Kelahiran.

Menyerahkan fotokopi 
Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
orang tua, Fotokopi Kartu 
Keluarga (KK) dan menunjuk-
kan KTP orang tua calon pe-
serta didik serta KK asli.

Menyerahkan Surat Kete-
rangan Berkelakuan Baik 
dari sekolah/madrasah asal 
yang menyatakan tidak terli-
bat kenakalan remaja, penya-
lahgunaan Narkoba, tawuran, 
dan genk motor, sedangkan 
bagi lulusan sebelum tahun 
2016/2017 menyerahkan Su-
rat Keterangan Berkelakuan 
Baik dari Kepolisian.

Menyerahkan Surat Kete-
rangan Tanggung jawab Mut-
lak yang dibuat Orangtua/
Wali (format disediakan se-
kolah, Form: SPTJM-OTW).

Mekanisme Pendaf-
taran

Pendaftaran, berupa pene-
rimaan persyaratan dan entri 
data/informasi Calon Pe-
serta Didik yang dilakukan 
secara langsung atau daring 
(online) oleh panitia/opera-
tor tingkat sekolah 

Calon Peserta Didik boleh 
memilih dua pilihan Sekolah 
yang berada di seluruh Dae-
rah Provinsi;

Setiap Calon Peserta Didik 
dapat memilih dua sekolah 
pilihan yang berada di Daerah 
Kabupaten/Kota yang sama; 

Setiap Calon Peserta Didik 
bebas memilih untuk sekolah 
pilihan ke-1, pilihan ke-2 wa-
jib memilih sekolah yang 
berada dekat dengan tempat 
tinggal;

Calon Peserta Didik SMK 
dapat memilih 2 (dua) Kom-
petensi Keahlian (pilihan ke-
1 dan ke-2) dalam satu SMK, 
atau Kompetensi Keahlian 
yang sama/Kompetensi Keah-
lian berbeda (pilihan ke-1 dan 
ke-2) untuk 2 (dua) SMK;

Calon Peserta Didik berke-
butuhan khusus dapat dite-
rima di SMK sesuai dengan 
ketentuan perundang undan-
gan yang berlaku;

Calon Peserta Didik yang 
sudah mendaftar, tidak dibe-
narkan mengubah pilihan 
satuan pendidikan yang men-
jadi pilihannya; 

Seluruh berkas pendaftaran, 
tidak dapat diambil sampai 
dengan pengumuman pene-
rimaan peserta didik baru 
ditetapkan oleh satuan pen-
didikan.

Proses Seleksi
Jalur Non-Akademik
Seleksi, SMK jalur non aka-

demik afirmasi siswa dari 
keluarga ekonomi tidak mam-
pu, dilakukan melalui verifi-
kasi database dan/atau veri-
fikasi lapangan Calon Pe-
serta Didik;

Bagi Calon Peserta Didik 
yang tidak dapat diterima di 
sekolah pilihan ke-1, akan 
dilimpahkan secara otomatis 
oleh sistem ke sekolah pilihan 
ke-2 untuk selanjutnya dip-
eringkat di sekolah pilihan 
ke-2 sampai dengan jumlah 
daya tampung di sekolah pi-
lihan ke-2 tersebut;

Seleksi SMK jalur non aka-
demik apresiasi siswa ber-
prestasi, dilakukan melalui 
pemeringkatan, dimana Pre-
stasi tertinggi pada tiap cabang 
kejuaraan yang dimiliki Calon 
Peserta Didik dan lolos veri-
fikasi, masingmasing diberi 
skor;

Skor total yang merupakan 
hasil penjumlahan dari skor 
setiap prestasi dijadikan dasar 
untuk melakukan pemering-
katan/ ranking;

Calon Peserta Didik jalur 
Prestasi diseleksi berdasarkan 
Database prestasi siswa, yai-
tu daftar nama siswa dan 
prestasi yang diperoleh dari 
berbagai kejuaraan yang dia-
dakan oleh Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, 
Kementerian Agama, organi-
sasi induk olahraga/kesenian 
atau lembaga lainnya dan 
telah ditetapkan Dinas; 

Bagi Calon Peserta Didik 
jalur Prestasi yang ternyata 
tidak masuk dalam Sistem 
PPDB akan dilakukan verifi-
kasi, data yang dientri opera-
tor sekolah akan diproses oleh 
sistem menjadi skor;

Seleksi didasarkan perolehan 
skor dari sertifikat prestasi 

yang dimiliki Calon Peserta 
Didik (daftar prestasi dan 
penskoran terlampir);

Daftar urut perolehan skor 
tertinggi Calon Peserta Didik 
sampai dengan jumlah se-
suai kuota penerimaan dite-
tapkan melalui sidang panitia 
PPDB sekolah dan ditetapkan 
oleh Kepala Sekolah dan diu-
mumkan sebagai Calon Pe-
serta Didik SMK yang dite-
rima pada tahun pelajaran 
berjalan;

Jika pada batas akhir daya 
tampung terdapat skor akhir 
yang sama, maka dilakukan 
pemeringkatan berdasarkan 
nilai UN mata pelajaran, se-
cara berurutan: Bahasa Indo-
nesia, Bahasa Inggris, Mate-
matika, dan IPA.

Jalur Akademik
Seleksi Calon Peserta Didik 

SMK dilakukan melalui pe-
meringkatan nilai peserta 
didik berdasarkan SHUN;

Nilai Calon Peserta Didik 
selanjutnya diperingkat. Uru-
tan teratas Calon Peserta Di-
dik sampai dengan jumlah 
sesuai kuota penerimaan 
Peserta Didik masingmasing 
sekolah;

Bagi Calon Peserta Didik 
yang tidak dapat diterima di 
sekolah pilihan ke-1, akan 
dilimpahkan ke sekolah pili-
han ke-2 untuk selanjutnya 
diperingkat di sekolah pilihan 
ke-2 sampai dengan jumlah 
daya tampung di sekolah pi-
lihan ke-2 tersebut;

Jika pada batas akhir daya 
tampung terdapat nilai akhir 
yang sama, maka: Dilakukan 
pemeringkatan berdasarkan 
nilai UN mata pelajaran, se-
cara berurutan: Bahasa Indo-
nesia, Bahasa Inggris, Mate-
matika, IPA, dan bila masih 
sama didasarkan pada jarak 
terdekat calon peserta didik 
dengan sekolah yang dituju.

Pengumuman Hasil 
PPDB

Hasil PPDB merupakan daf-
tar urutan Calon Peserta Di-
dik yang terdapat pada display 
yang diumumkan di sekolah, 
sesuai kuota/daya tampung 
masing-masing sekolah, ke-
mudian ditetapkan Dinas 
Pendidikan Provinsi dan diu-
mumkan secara serempak,

transparan, dan akuntabel 
melalui Sistem PPDB.

Penetapan Peserta Didik 
Yang Diterima

Kepala Sekolah membuat 
Surat Keputusan tentang Pe-
serta Didik Baru yang dite-
rima tahun pelajaran berjalan 
di masing-masing sekolah 
berdasarkan data yang telah 
ditetapkan dan diumumkan 
melalui Sistem PPDB.

Daftar Ulang
Sekolah melakukan proses 

daftar ulang terhadap Calon 
Peserta Didik Baru yang di-
nyatakan diterima;

Selama pelaksanaan daftar 
ulang tidak diperkenankan 
ada pungutan apapun;

Bagi Peserta Didik yang di-
terima dan tidak melaksana-
kan daftar ulang sesuai dengan 
waktu yang telah ditentukan, 
maka dianggap mengundur-
kan diri.

MASA PENGENALAN LING-
KUNGAN SEKOLAH (MPLS 

)
Kegiatan MPLS dilaksanakan 

maksimal 2 (dua) hari setelah 
masuk awal KBM tahun Pe-
lajaran berjalan dalam ming-
gu pertama;

Kegiatan MPLS tidak diper-
kenankan adanya pembeba-
nan biaya kepada Peserta 
Didik dan mengarah kepada 
kegiatan perpeloncoan;

Materi wajib dalam kegia-
tan MPLS adalah Pendidikan 
kePramukaan / Pendidikan 
Karakter.

Perpindahan Peserta Didik
Perpindahan peserta didik 

antarsekolah dalam satu dae-
rah kabupaten/kota, antar-
kabupaten/kota dalam satu 
daerah provinsi, atau antar-
provinsi dilaksanakan atas 
dasar persetujuan kepala 
sekolah asal dan kepala se-
kolah yang dituju; 

Dalam hal terdapat perpin-
dahan peserta didik sebagai-
mana dimaksud, maka Seko-
lah yang bersangkutan wajib 
memperbaharui Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik);

Perpindahan peserta didik 
sebagaimana dimaksud dia-
tas wajib memenuhi keten-
tuan persyaratan PPDB, sistem 
zonasi, dan jumlah Rom-
bongan Belajar;

Peserta didik SMK di ne-
gara lain dapat diterima di 
SMK di Indonesia setelah 
menunjukan:

ijazah atau dokumen lain 
yang membuktikan bahwa 
peserta didik yang bersang-
kutan telah menyelesaikan 
pendidikan jenjang sebelum-
nya; dan 

lulus tes kelayakan dan pe-
nempatan yang diseleng-
garakan sekolah yang dituju.

Perpindahan peserta didik 
dari sekolah di negara lain ke 
sekolah di Indonesia wajib 
mendapatkan surat pernya-
taan dari kepala sekolah asal 
dan surat keterangan dari 
Direktur Jenderal yang me-
nangani bidang pendidikan 
dasar dan menengah; 

Perpindahan peserta didik 
ke Sekolah yang diseleng-
garakan oleh pemerintah 
daerah tidak dapat dilakukan 
p u n g u t a n  d a n / a t a u 
sumbangan.

Pembiayaan
Selama kegiatan Peneri-

maan Peserta Didik Baru, 
Calon Peserta Didik Baru tidak 
dipungut biaya.

Kepanitiaan
Panitia Penyelenggara PPDB 

terdiri dari :
PPDB Tingkat Provinsi;  
PPDB Tingkat  Satuan Pen-

didikan 
Tim Pengaduan/Aspirasi 

Masyarakat terdiri dari Peng-
awas internal Dinas meliputi 
Pengawas SMK serta Pengawas 
eksternal yang merupakan 
kolaborasi Dewan Pendidikan, 
Komite Sekolah, dan masy-
arakat.

Kepengawasan
Penjaminan pelaksanaan 

ketentuan sebagaimana dia-
tur dalam peraturan PPDB 
ini, pengawasan dan pengen-
dalian dilakukan Tim Penga-
was internal dan eksternal 
ditetapkan oleh Kepala BP3 
Wilayah;

Semua pejabat, panitia, dan 

petugas PPDB termasuk Tim 
IT serta para pemangku ke-
pentingan terkait dengan 
pelaksanaan PPDB, wajib 
membuat surat pertanggung-
jawaban mutlak di atas ma-
terai 6000 untuk tidak mela-
kukan pelanggaran dan me-
nyalahgunakan wewenang 
yang telah diberikan;

Pelanggaran dalam pelaks-
anaan PPDB dapat dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan pe-
raturan perundang-undangan 
yang berlaku.

Pelanggaran dan 
Sanksi
Pelanggaran
Menerima/mendaftarkan 

Calon Peserta Didik dengan 
menggunakan dokumen yang 
tidak sesuai/tidak benar se-
bagaimana dipersyaratkan;

Menyetujui untuk menerima 
dan mengentri data pendaftar 
yang tidak sesuai dengan wi-
layah tempat pendaftaran; 

Membantu pendaftar untuk 
mencabut pendaftaran/meng-
ganti pilihan yang telah dientri 
untuk dipindahkan ke sekolah 
lain;

Mengentri data palsu (surat 
keterangan miskin/surat ke-
terangan prestasi/mengubah 
data asli nilai UN dan nilai 
raport) ke dalam sistem saat 
pendaftaran;

Menerima pendaftaran 
pada waktu diluar yang telah 
ditetapkan dalam petunjuk 
teknis PPDB;

Menerima Calon Peserta 
Didik melebihi kuota daya 
tamping yang telah ditetapkan;

Menerima sejumlah uang/
gratifikasi dari Orang Tua Ca-
lon Peserta Didik/pihak lain 
untuk penerimaan Calon 
Peserta Didik yang tidak me-
menuhi persyaratan/tidak 
lolos seleksi;

Memungut biaya PPDB; dan
Pelanggaran lainnya yang 

sejenis.

Sanksi
Sanksi diberikan terhadap 

pelanggaran pelaksanaan 
PPDB disesuaikan dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan dengan 
mempertimbang-kan jenis 
pelanggaran setelah diobser-
vasi, konfirmasi, dan klarifi-
kasi melalui prosedur pela-
poran pengaduan pelangga-
ran PPDB.

Pelaporan Penga-
duan Pelanggaran

Pelapor memiliki identitas 
yang jelas;

Laporan harus objektif, trans-
paran, dan akuntabel dilen-
gkapi dengan bentuk tulisan 
disertai bukti fisik kejadian 
pelanggaran;

 Pelaporan pengaduan dila-
kukan mengikuti alur penga-
duan PPDB;

Saksi dan Pelapor dilin-
dungi oleh Undang-Undang;

Pelaporan/pengaduan 
disampaikan kepada Tim 
Penanganan Pelaporan/
Pengaduan Masyarakat dengan 
alamat pengaduan: “Dinas 
Pendidikan Pemerintah Dae-
rah Provinsi Jawa Barat”;

Gubernur sesuai dengan 
kewenangannya dapat mem-
berikan penghargaan atau 
sanksi kepada semua pihak 
yang telah melaksanakan tu-
gas PPDB.

Tidak Dipungut Biaya, Terpadu, dan Online 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2017/2018
KETENTUAN KHUSUS

PELAKSANAAN

Kampanye men-
jadi poin menarik 

dalam pembahasan 
Rancangan Undang-

Undang (RUU) Pe-
milu. Ada usul untuk 

mengadopsi skema 
kampanye pilkada. 

Bagaimana petanya? 

PANITIA khusus (Pansus) 
RUU Pemilu tengah mema-
tangkan pembahasan pem-
biayaan kampanye pemilu. 
Muncul usul agar sebagian 
dana untuk alat peraga dan 
iklan di media massa ditang-
gung pemerintah. Jika skema 
itu yang diterapkan, penda-
naan kampanye pemilu akan 
sama dengan pilkada.

Anggota Pansus RUU Pe-
milu Viva Yoga Mauladi men-
gatakan, ada dua opsi dalam 
pembahasan dana kampanye 
untuk pilpres. Yaitu, pemerin-
tah membantu dana kampa-

nye, tetapi calon diperbole-
hkan mengeluarkan biaya 
sendiri dan semua biaya alat 
peraga serta iklan kampanye 
ditanggung calon. ”Belum 
diputuskan. Belum ada suara 
bulat,” ujarnya saat dihubungi 
Jawa Pos (Jabar Ekspres Gro-
up) kemarin (22/5). 

Menurut dia, yang menda-
pat bantuan kampanye hanya 
pilpres. Sedangkan pileg tidak 
dibantu. Sebab, terang dia, 
kampanye yang dilakukan 
hanya untuk kepentingan 
pribadi caleg. Selain itu, jum-
lah calon anggota dewan cu-
kup banyak sehingga pemerin-
tah tidak mungkin ikut mem-
biayai.

Jadi, kata Yoga, caleg akan 
secara mandiri membiayai 
kampanyenya. Selain uang 
pribadi, mereka bisa mene-
rima sumbangan dana kam-
panye. Namun, jumlahnya 
dibatasi. Pihak lain boleh 
menyumbang, tetapi harus 
mengikuti aturan. Mereka 
juga harus melapor ke Ko-

misi Pemilihan Umum (KPU). 
”Jadi, yang menyumbang 

dan yang disumbang harus 
sama-sama lapor,” katanya. 
Hal itu juga berlaku untuk 
calon presiden dan wakilnya.

Berapa dana kampanye 
yang dibutuhkan? Politikus 
PAN itu mengatakan, belum 
ada simulasi terkait dengan 
besaran dana kampanye. Baik 
untuk pilpres maupun pileg. 
Selain itu, menurut dia, be-
lum diputuskan berapa biaya 
yang akan ditanggung ne-
gara. Di Meksiko, lanjut Vi
va, 30 persen dana kampanye 
pilpres ditanggung negara. 
”Tetapi, itu tentu tidak bisa 
diterapkan di Indonesia,” 
jelasnya.

Anggota Pansus RUU Pe-
milu dari Fraksi PPP Achmad 
Baidowi mengatakan, pihaknya 
mengistilahkan subsidi dana 
kampanye. Menurut dia, ban-
tuan pembiayaan kampanye 
tidak diberikan dalam bentuk 
uang, tetapi berupa alat pera-
ga dan iklan di media masa. 

”Tidak tepat kalau berupa 
uang. Kami tidak setuju,” ujar-
nya.

Jika usul pembiayaan oleh 
pemerintah itu disetujui, ske-

manya seperti pilkada. Jadi, 
papar dia, pemerintah mela-
lui KPU membantu pasangan 
calon presiden dan wakilnya 
untuk memasang alat peraga. 

Misalnya, KPU memasang 
sepanduk atau banner di se-
puluh di setiap kecamatan. 
”Jadi, bukan dalam bentuk 
uang,” tegasnya.

Para calon juga masih bisa 
mengeluarkan biaya sendiri 
untuk memasang alat peraga. 
Asalkan, ucap dia, media yang 
dipasang tidak melebihi jum-
lah yang dibantu KPU. Pansus 
RUU Pemilu hanya mem-
buat norma secara umum. 

Pada Pilkada 2015, KPU per-
nah melarang calon kepala 
daerah memasang alat pera-
ga karena komisi tersebut 
sudah memfasilitasi. Akhirnya, 
kampanye sepi. Aturan itu pun 
diubah, KPU tetap memban-
tu media kampanye, tetapi 
calon masih tetap bisa me-
masang sendiri. ”Pilkada 
menjadi ramai lagi. Pemilu 
kami harapkan bisa seperti 
itu,” kata anggota Komisi II 
DPR itu.

Begitu juga untuk iklan di 
media massa, Awiek -sapaan 
akrab Achmad Baidowi- men-

gatakan bahwa iklan di media 
tidak jauh berbeda dengan 
alat peraga. KPU juga akan 
memfasilitasi iklan, baik di 
media elektronik maupun 
cetak. Calon pun tetap dip-
erbolehkan memasang iklan 
sendiri. 

Bagaimana mekanismenya? 
Menurut legislator asal Ma-
dura itu, teknisnya akan dia-
tur KPU. Pansus hanya men-
gatur normanya. Tidak mun-
gkin pansus mengatur secara 
teknis karena itu merupakan 
tugas penyelenggara pemilu. 

Yang menjadi persoalan 
adalah pendanaan kampanye 
untuk calon anggota DPD. 
Jika mereka menuntut diper-
lakukan sama dengan pilpres, 
akan sulit. Sebab, jumlah 
mereka cukup banyak. Yang 
mencalonkan diri sangat ba-
nyak. Padahal, yang dibutu-
hkan hanya empat orang 
setiap provinsi. ”Pembaha-
san dana kampanye ini akan 
diputuskan pekan ini,” ujar-
nya. (lum/c4/owi/rie)
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